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Abstrak: Penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil terhadap 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam pembayaran PPh 21 di KPP 
Pratama Palembang Seberang Ulu. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak diharapkan mampu untuk 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam pembayaran Pajak 
Penghasilan Pasal 21 di Kota Palembang. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini 
adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada 
WPOP Usahawan. Berdasarkan hipotesis menunjukkan bahwa Penerbitan SKPKB dan SKPLB 
mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan WPOP Usahawan dalam pembayaran PPh 21. 
Sedangkan SKPN tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WPOP Usahawan dalam 
pembayaran PPh 21 dikarenakan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil hanya memberikan 
kepastian kepada WPOP Usahawan bahwa jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.  
Kata Kunci: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetepan Pajak Lebih Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 
Abstract: This research is to know whether there is any influence between Issuance of Tax 
Assessment Letters of Paid, Letters of Overpayment and Tax Assessment Letters Nil to the level of 
compliance of Individual Taxpayers entrepreneurs in payment of income tax 21 at Primary tax 
service office Palembang Seberang Ulu. The issuance of Tax Assessment Letter is expected to be 
able to increase the compliance of the Individual Taxpayer entrepreneur in the payment of Income 
Tax Article 21 in Palembang City. The research method used in this research is quantitative 
research approach. Data is obtained by distributing questionnaires to individual taxpayers of 
entrepreneurs. Based on the hypothesis shows that the issuance of  Underpayment Tax Assessment 
Letter and Tax Overpayment Letter has an influence on the level of compliance Individual 
Taxpayers entrepreneurs Entrepreneurs in the payment of income tax 21. While Tax Assessment 
Letters Nil does not affect the level of compliance Individual Taxpayers entrepreneurs in the 
payment of income tax 21 because the issuance of Tax Assessment Letter Nil only provide 
certainty to Individual Taxpayers entrepreneurs that the same tax principal the amount of tax 
credits or taxes is not payable and there is no tax credit. 
Keywords: Income Tax Assessment Letter, Tax Overpayment Letter, Income Tax Assessment 









1.1 Latar Belakang 
Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu Negara, karena 
pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dari dalam negeri yang paling 
utama untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Mardiasmo 
2002:2).Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai masalah yang dapat menyebabkan 
target penerimaan pajak tidak tercapai, masalah utamanya adalah kesadaran masyarakat 
yang belum tinggi dalam melaksanakan  kewajibannya sebagai pembayar pajak yang 
tepat waktu dan sesuai dengan jumlah tagihannya, perlu ditingkatkannya kesadaran dan 
kepatuhan wajib pajak.  
 Dalam meningkatkan penerimaan pajak, peran Wajib Pajak juga sangat 
diperlukan, tidak hanya mengandalkan Ditjen Pajak atau petugas pajak. Self  Assessment 
System tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran yang dapat dilakukan 
oleh wajib pajak.Semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin 
meningkat pula penerimaan pajak demikian sebaliknya.  
 
Tabel 1.1 
 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Seberang Ulu  








Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu 
 
Selama tahun 2012 hingga 2016, wajib pajak orang pribadi usahawan yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu semakin 
bertambah . Dapat kita lihat pada tabel 1.2, wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2012 
hanya sebesar 643 kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 880 Wajib 
Pajak Usahawan lalu di tahun 2014 bertambah 1 Wajib Pajak Usahawan menjadi 881 dan 
di tahun 2015 menjadi 618 sedangkan di tahun 2016 wajib pajak yang terdaftar sudah 
mencapai 1020. Bertambahnya wajib pajak yang terdaftar diharapkan juga kepatuhan 
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan setiap tahunnya meningkat.  
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengupayakan peningkatan penerimaan pajak 
dengan cara menjalankan fungsi penagihan  kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Penagihan tersebut dapat berupa diterbitkannya 
Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan untuk menyatakan pajak yang 
terutang masih kurang dibayar.  Surat Ketetapan Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil. Dapat kita lihat tabel dibawah ini jumlah 
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan 





Penerbitan SKPKB, SKPLB dan SKPN PPh 21  
di KPP Palembang Seberang Ulu 
Tahun SKPKB SKPLB SKPN 
2012 9 0 33 
2013 10 0 3 
2014 7 0 10 
2015 2 0 8 
2016 7 0 17 
         
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu 
 
Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa masih adanya Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil  yang diterbitkan pada tahun 2012 hingga 
2016 oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak 
penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. 
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar Dan Surat Ketetapan Pajak Nihil terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21  di Kota 
Palembang” 
 
1.2 Rumusan Masalah  
1. Apakah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil berpengaruh secara parsial terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam pembayaran pajak 
penghasilan pasal 21 di Kota Palembang? 
2. Apakah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil berpengaruh secara simultan 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam 
pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di Kota Palembang? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui apakah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil berpengaruh 
secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 
pembayaran pajak penghasilan pasal 21di Kota Palembang. 
2. Untuk mengetahui apakah Penebitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil berpengaruh 
secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 
pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di Kota Palembang. 
 
2. Landasan Teori 
2. 1 Landasan teori  
2.1.1 Teori Kepatuhan  
Menurut Norman D. Nowank (Zain, 2014) yang dikutip Firdaus, kepatuhan 
Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban 
atas perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau 
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berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, 
mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak yang 
terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 
 
2.1.2 Pengertian Wajib Pajak 
Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang - undangan  
perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 
pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib 
pajak orang pribadi atau wajib pajak badan meliputi pembayar pajak, pemotong 
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 Tentang PPh dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan 
PPnBM serta peraturan pelaksanaannya). 
2.1.3  Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan 
Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan adalah orang pribadi dalam bentuk 
apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan baranag, 
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, 
memanfaatkan barang tidak berwujud dan luar daerah, melakukan usaha jasa atau 
memandaatkan jasa dari liar daerah. Contohnya: Pengusaha Toko Emas, 
Pengusaha Industri Kertas. 
 
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan yang dikatakan oleh Nowank dalam Arya (2014:20) merupakan 
“suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang 
tercermin dalam situasi berikut: 
1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar  
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya  
 
2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak   
Menurut Widyarini (2009: hal. 162), Theory Planned of Behavior dijelaskan 
bahwa tingkah laku seseorang ditampilkan karena alasan tertentu, yaitu bahwa 
orang tersebut berpikir tentang konsekuensi tindakannya dan mengambil 
keputusan secara hati– hati untuk mencapai hasil tertentu dan meghindari hal-hal 
yang lain. Sedangkan munculnya niat untuk bertingkah laku ditentukan oleh tiga 
faktor diantaranya sebagai berikut: 
a. Behavioral Beliefs  
Behavioral Beliefs merupakan hal yang diyakini oleh individu mengenai 
sebuah perilaku dari segi postif dan negative atau kecenderungan untuk bereaksi 
secara efektif terhadap suatu perilaku.  
b. Normative Beliefs  
Normative Beliefs yaitu norma yang dibentuk oleh orang–orang disekitar 
individu yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. 
c. Control Beliefs  
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Control Beliefs merupakan pengalaman pribadi atau orang disekitar 
individu yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan individu tersebut.  
2.2 Pajak 
2.2.1 Pengertian Pajak 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP Nomor 28 Tahun 
2007 Pasal 1 ayat 1). 
 
2.2.2 Fungsi Pajak 
Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:1), yaitu: 
1. Fungsi penerimaan (Budgetair): Pajak sebagai sumber dana bagi 
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya  
2. Fungsi mengatur (regulerend): Pajak sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.  
 
 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:7) menggunakan tiga 
sistem, yaitu : 
  a.Official Assesment System  
 Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak. 
b. Self Assesment System  
 Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 
dibayar. 
  c.Witholding System 
 Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 
memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
 
2.3  Pajak Penghasilan 
  Menurut Siti Resmi (2013,h.74) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan 
terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun 
pajak. 
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.  
 
2.4 Surat Ketetapan Pajak 
Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata 
cara perpajakan, Surat Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah  
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak 
yang masih harus dibayar.  
6 
 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
dalam Pembayaran PPH 21 (Y) 
2.4.1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ) 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah  kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah 
yang masih harus dibayar.(UU No. 6 Tahun 1983).  
2.4.2 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ( SKPLB ) 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Keputusan yang 
menentukan pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah 
dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut, karena dan atau dipotong dan/atau 
dipungut lebih besar dari pajak yang terhutang. (UU No. 6 Tahun 1983) 
2.4.3 Surat Ketetapan Pajak Nihil ( SKPN ) 
Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 
jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 
terutang dan tidak ada kredit pajak.(UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 (18)).  
Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan apabila setelah dilakukan 
pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan 
jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak 
atau tidak ada pembayaran pajak. 
 
2.5 Kerangka Penelitian  
       Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka 








      
 
 
     Sumber : Penulis , 2017    
             Keterangan : 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Simultan = 
           Parsial   = 
2.6 Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini 
adalah :  
H1: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berpengaruh terhadap Tingkat 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak  
Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang 
H2: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar berpengaruh terhadap Tingkat   
Kepatuhan Wajib Pajak  Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak 














































Penerbitan Surat Ketetapan 
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Penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak Nihil (X3) 
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H3: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil berpengaruh erhadap Tingkat Kepatuhan 
Wajib Pajak  Orang Pribdi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 
21 di kota Palembang  
H4: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi  Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 




3.1 Pendekatan penelitian 
 Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kuantitatif karena 
menekankan pada aspek pengukuran dengan cara yang obyektif terhadap fenomena 
sosial. 
 
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
1. Objek Penelitian  
 Objek dari penelitian ini adalah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. 
2. Subjek Penelitian  
 Subjek penelitian ini adalah Kantor Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. 
3.3 Jenis Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data 
primer dalam penelitian ini diperoleh melalui data Wajib Pajak Orang Pribadi Pribadi 
Usahawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu. Data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisioner yang diberikan kepada 
responden. 
3.3.1 Teknik Sampling  
 Dalam penentuan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus slovin(Bambang 
Prasetyo, 2005:136) dari 1020 total populasi peneliti memasukkannya dalam rumus slovin 
dengan tingkat error responden sebesar 10%. 
𝑁 =  
𝑁
1 + 𝑁. (𝑒)2
 
Dimana:  n= Ukuran sampel 
  N = Ukuran Populasi 
e = Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang diteliti 
(Tingkat kesalahan yang diambil dalam sampling ini adalah sebesar 10%) 
𝑁 =  
1028
1 + 1028. (0.10)2
 
  = 91,13 dibulatkan menjadi 91 
 Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 96 dari 1020 
Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu 
Palembang. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. 
Kusioner penelitian ini diadaptasi dari skripsi Felia (2013) dengan judul “Pengaruh 
Persepsi Kesadaran dan Pelayanan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Orang 




3. 5 Uji Coba Instrumen 
 Sebelum kuisioner dibagikan sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu 
kemudian instrument diuji validitas dan reliabilitasnya, ini dilakukan agar instrument 
dapat memperoleh hasil yang akurat.  
 3.5.1 Uji Validitas  
 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 
kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu 
untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tesebut (Imam 
Ghozali:49).  
3.5.2 Uji Reliabilitas  
 Menurut Ghozali (2012,h.47) Reliabilitas suatu konstruk variabel 
dikatakan reliable jika memiliki nilai cronbach’s Alpha > 0,60. Untuk 











𝑟1= relibilitas instrument  
𝐾 = banyaknya butir pertanyaan  
𝜎𝑏2 = jumlah varians butir  
𝜎𝑡2 = varians total   
 
3.6 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
 Uji Normalitas  data dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu data terdistribusi 
secara normal atau tidak. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data 
variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati atau normal sama sekali.  
2. Uji Multikolinieritas  
 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang tinggi 
antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada 
korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara 
variable bebas terhadap variable terikatnya menjadi terganggu.  
3. Uji Heteroskedastisitas 
  Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mneguji apakah dalam model  regresi 
terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari observasi yang satu dengan yang lain. 
3.7 Analisis Regresi Linear Berganda  
 Menurut Sugiono (2011:277) bahwa “analisis regresi berganda digunakan untuk 
meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih 
variable independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”.  
 
3.8 Uji Hipotesis  
1. Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) 
 Koefisien Determinasi (𝑅2) ini menunjukkan kemampuan garis regresi 
yang menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel 
bebas. Nilai (𝑅2) atau (𝑅2 adjusted) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin 





2. Uji Simultan (F-test) 
 Uji signifikan simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk 
melihat pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama 
terhadap variable dependen.  
 
3. Uji Parsial (t-test) 
 Uji signifikan secara parsial atau sering kali disebut uji t bertujuan untuk 
melihat pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap 
variabel dependen.  
 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  
4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang pada 
Tahun 2006 bernama Kantor Pelayanan Pajak Selatan yang beralamat di Jalan 
Jenderal Ahmad Yani, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera 
Selatan 30116. 
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/008, 
KPP Palembang Selatan bermetamorfosis menjadi KPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu pada tahun 2008. Sebagai salah satu Kantor Pelayan Pajak yang 
telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu mengalami perubahan struktur organisasi yang 
menggabungkan fungsi pelayanan KPP, yaitu fungsi pelayanan pajak bumi dan 
bangunan (PBB) dari KP PBB dan fungsi pemeriksaan dan penyidikan dari 
KARIKPA (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) ke dalam Pelayanan Satu 
Atap yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama.   
 
4.2 Hasil Penelitian  
4.2.1 Uji Validitas dan Uji Relibilitas 
4.2.1.1 Uji Validitas  
Tabel 4.1 




R hitung R table 
X11 0,756 0,2061 Valid 
X12 0,764 0,2061 Valid 
X13 0,740 0,2061 Valid 
X14 0,717 0,2061 Valid 
X21 0,770 0,2061 Valid 
X22 0,806 0,2061 Valid 
X23 0,660 0,2061 Valid 
X24 0,717 0,2061 Valid 
X31 0,790 0,2061 Valid 
X32 0,606 0,2061 Valid 
X33 0,687 0,2061 Valid 
X34 0,748 0,2061 Valid 
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Y11 0,827 0,2061 Valid 
Y12 0,593 0,2061 Valid 
Y13 0,815 0,2061 Valid 
Y14 0,670 0,2061 Valid 
Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 23, 2017  
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunaakan program IBM 
SPSS Statistics 23 menunjukkan bahwa semua butir pernyataan instrumen yakni 
variabel Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(X1), Penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar(X2) ,Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil(X3) 
dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan(Y) menunjukkan nilai r 
hitung > r tabel (0,2061), dengan demikian seluruh item pertanyaan memenuhi 
syarat untuk dijadikan sebagai alat ukur penelitian. 
 
4.2.1.2 Uji Reliabilitas 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s Alpha Ketentuan Hasil 
Penerbitan SKPKB (X1) 0,733 0,6 Reliabel 
Penerbitan SKPLB (X2) 0,723 0,6 Reliabel 
Penerbitan SKPN (X3) 0,669 0,6 Reliabel 
Kepatuhan WPOP Usahawan (Y) 0,704 0,6 Reliabel 
     Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 23, 2017 
Penjelasan pada tabel diatas terlihat bahwa hasil uji reliabilitas dengan 
menggunakan nilai Cronbach’s Alpha dari tiap variabel lebih besar dari 0,6. Hal 
ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini bersifat reliabel. 
Hasil ini berarti alat ukur yang digunakan memenuhi syarat dan dapat dilakukan 
pengujian lebih lanjut. 
 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 
4.2.2.1 Uji Normalitas  
Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas 





Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,02262558 
Most Extreme Differences Absolute ,079 
Positive ,071 
Negative -,079 
Test Statistic ,079 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
 
   Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2017 
Dari hasil uji normalitas dengan  menggunakan program IBM SPSS 
Statistic 23, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp.sig 2-
tailed sebesar 0,200 untuk semua variabel penelitian yaitu variabel Penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar ,Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
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Pribadi Usahawan. Hasil uji normalitas 0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa nilai residual berdistribusi normal. Untuk lebih membuktikan bahwa data 
berdistribusi normal, dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
Gambar 4.1 Grafik Normal Plot Hasil Uji Normalitas 
 
Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 23, 2017 
 
Dari hasil gambar diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar 
disekitar garis diagonal dan mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga 
dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
 
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas 
 
Tabel 4.4 











Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) ,252 ,907   ,278 ,782     
Penerbitan 
SKPKB 
,577 ,088 ,553 6,539 ,000 ,363 2,759 
Penerbitan 
SKPLB 
,413 ,083 ,414 4,972 ,000 ,374 2,672 
Penerbitan 
SKPN 
-,016 ,090 -,016 -,174 ,862 ,290 3,453 
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP 
Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 23, 2017 
Dari tabel hasil uji diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance semua 
variabel independen >0,10 dan nilai VIF semua variabel independen < 10. Pada 
varibel Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X1) nilai tolerance 
sebesar 0,363>0,10 dan nilai VIF 2,725<10 sehingga dapat dijelaskan, model 
regresi variabel Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X1) terbebas 
dari masalah multikolinearitas. Pada Variabel Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar (X2) nilai tolerance 0,374>0,10 dan nilai VIF sebesar 2,672<10 
sehingga dapat diketahui bahwa model regresi terbebas dari masalah 
multikolinearitas, selanjutnya variabel Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil 
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(X3)  terbebas  dari masalah muktikolineartitas dengan nilai tolerance sebesar 
0,290>0,10 dan nilai VIF 3,453<10. 
 
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas 
 
   Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 23, 2017 
Jika diagram yang ada membentuk pola-pola tertentu yang teratur maka 
regresi mengalami gangguan heterokedastisitas, dan jika diagram tidak 
membentuk pola atau acak maka regresi tidak mengalami gangguan 
heterokedastisitas. Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa pola-pola 
yang ada tidak membentuk pola-pola tertentu sehingga dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa regresi tidak mengalami heterokedastisitas. 
 
4.2.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Tabel 4.5 














Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,252 ,907   ,278 ,782     
Penerbitan 
SKPKB 
,577 ,088 ,553 6,539 ,000 ,363 2,759 
Penerbitan 
SKPLB 
,413 ,083 ,414 4,972 ,000 ,374 2,672 
Penerbitan 
SKPN 
-,016 ,090 -,016 -,174 ,862 ,290 3,453 
 
 
Nilai koefisien regresi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (X3) -0,016 
adalah negatif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin banyak  Penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak Nihil, maka tidak berarti akan semakin tinggi pula tingkat 
kepatuhan wajib pajak. 
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Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Nilai konstanta 0,252, berarti bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi Usahawan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat 
diasumsikan sebesar 25,2%. 
b. Nilai koefisien regresi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X1) 
0,577 adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin 
banyak Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, maka akan semakin 
tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. 
c. Nilai koefisien regresi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (X2) 
0,413 adalah bernilai postif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin  
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, maka akan semakin tinggi 
pula tingkat kepatuhan wajib pajak. 
 
 
4.2.6 Uji Hipotesis  
4.2.6.1 Uji-t 
Uji-t dilakukan untuk menjawab permasalahan apakah Pengaruh 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X1), Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar (X2) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil(X3) berpengaruh secara 
parsial terhadap tingkat kepatuhan WPOP Usahawan (Y) dalam pembayaran PPh 
21. Berikut ini hasil dari uji-t: 
 
Tabel 4.6 
Hasil Analisis Uji-t 
 
Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 23, 2017 
 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa :  
 
 𝐻1 : Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar mempunyai pengaruh 
terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam 
pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu. 
 Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh t hitung variabel 𝑥1 sebesar 6,539. Oleh 
karena nilai  t hitung > t tabel (6,539 > 1,986) maka  𝐻1 diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
         Dari tabel diatas, di dapat persamaan regresi linear berganda yaitu:     









T Sig.  B Std.Error Beta 
1 (Constant) ,252 ,907  ,278 ,782 
 
Penerbitan SKPKB ,577 ,088 ,553 6,539 ,000 
Penerbitan SKPLB ,413 ,083 ,414 4,972 ,000 
Penerbitan SKPN -,016 ,090 -,016 -,174 ,862 




mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi Usahawan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP 
Pratama Palembang Seberang Ulu. 
𝐻2 : Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar mempunyai pengaruh 
terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pembayaran 
Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. 
 Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh t hitung variabel X2 sebesar 4,972. Oleh 
karena nilai t hitung > t tabel (4,972 > 1,986) maka 𝐻2 diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi Usahawan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP 
Pratama Palembang Seberang Ulu. 
𝐻3 : Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil mempunyai pengaruh terhadap 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam 
pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu. 
 Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh t hitung variabel  𝐻3 sebesar -0,107. 
Oleh karena nilai t hitung > t tabel (-0,174 < 1,986) maka 𝐻3ditolak. Hal 
ini menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil tidak 
mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi Usahawan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP 
Pratama Palembang Seberang Ulu. 
 
4.2.6.2 Uji-F 
 Analisis uji F (ANOVA) dilakukan untuk menguji keberartian persamaan 
regresi linear ganda dan keberartian pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar (X1), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar  (X2) dan Surat 
Ketetapan Pajak Nihil (X3) secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi Usahawan (Y). Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 4.7 








Square F Sig. 
1 Regression 
323,705 3 107,902 99,741 ,000b 
Residual 94,119 87 1,082     
Total 417,824 90       
 
               Dari F tabel dapat diketahui bahwa nilai Ftabel sebesar 2,71 yang 
didapat dari n-k-1. Jumlah n sebanyak 91, k sebanyak 4 dimana 91-4-
1=86 dapat diperoleh dari F tabel sebesar 2,71. Dari tabel diatas 
diketahui nilai Fhitung sebesar 94,119 > dari Ftabel sebesar 2,71 dan 
nilai 0,000 < 0,05. 
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  Hasil penelitian uji simultan H4 diterima. Hal ini menunjukkan 
bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(X1), Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar(X2) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil(X3) 
berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi Usahawan (Y) dalam pembayaran Pajak Penghasilan 
Pasal 21.  
 
4.2.2.4 Analisis Koefisien Determinasi  
 
Tabel 4.8 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,880a ,775 ,767 1,04011 
a. Predictors: (Constant), Penerbitan SKPN, Penerbitan SKPLB, 
Penerbitan SKPKB 
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP 
     Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 23, 2017 
  Nilai R Square sebesar 0,880 (88%), angka tersebut menunjukkan bahwa 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, dapat dipengaruhi oleh 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X1), Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar (X2) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil(X3). Sedangkan sisanya 
0,120 (12%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian 
ini seperti Surat Tagihan Pajak, Surat Paksa dan lain-lain.  
 
4.3 Pembahasan 
4.3.1 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil berpengaruh secara parsial 
terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam 
pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Palembang 
Penerapan Self Assessment System memiliki konsekuensi karena tanggung jawab 
pemungutan pajak langsung diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, maka dari 
itu tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran yang dapat dilakukan 
oleh wajib pajak. Dalam meingkatkan penerimaan pajak, peran Wajib Pajak sangat 
diperlukan, tidak hanya mengandalkan Ditjen Pajak atau petugas pajak. Kepatuhan 
Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar merupakan 
faktor penting dalam target penerimaan pajak. Semakin tingginya tingkat kepatuhan 
wajib pajak, maka semakin meningkat pula penerimaan pajak demikian sebaliknya. 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak diharapkan dapat membantu meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak. 
 Pernyataan hipotesis pertama bahwa Penerbitan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi dalam pembayaran PPh 21 terbukti. Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan 
hasil uji t dalam regresi, diketahui nilai  t hitung > t tabel (6,539 > 1,985) maka  𝐻1 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang.  
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 Pernyataan hipotesis kedua bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 
pembayaran PPh 21 terbukti. Hal ini ditunjukkan oleh t hitung variabel X2 sebesar 
4,972. Oleh karena nilai t hitung > t tabel (4,972 > 1,985) maka 𝐻2 diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar mempunyai 
pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pembayaran 
Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang. 
 Pernyataan hipotesis pertama dan kedua sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
Sari(2009), kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kesesuaian jumlah pajak 
yang dilaporkan. Apabila banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan melakukan 
kesalahan dalam melaporkan pajak terutangnya adalah dengan menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak. Jika ditemukan terjadinya kesalahan perhitungan ataupun perbedaan 
pendapat antara diskus dengan wajib pajak maka dapat diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Putranda(2014) 
 Sedangkan yang tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
adalah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil, hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil 
regresi uji-t dimana nilai  t hitung > t tabel (-0,107 < 1,985) maka  Penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Nihil tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Ini disebabkan karena Surat 
Ketetapan Pajak Nihil hanya diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan 
jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan sama dengan jumlah pajak 
yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada 
pembayaran pajak. Berbeda halnya dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang 
diterbitkan apabila pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar. 
 Dari pembahasan diatas menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar menjadi salah satu faktor untuk 
meingkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 
di Kota Palembang. Apabila kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka penerimaan 
pajak akan tercapai sehingga nantinya akan menggerakkan perekonomian di 
Indonesia. 
 
4.3.2 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil berpengaruh secara 
simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan 
dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Palembang 
Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang sangat penting bagi 
pelaksanaan dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.Peranan 
pajak sebagai pilar pembangunan bangsa Indonesia semakin penting seiring dengan 
berkembangnya masyarakat Indonesia. Self Assessment System yang diharapkan 
mampu untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak ternyata masih 
mempunyai kendala dikarenakan masih adanya Wajib Pajak yang tidak patuh dalam 
menjalankan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak yang tidak patuh akan dilakukan 
kegiatan penagihan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satunya dengan menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan hasil penelitian Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Usahawan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. 
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Berdasarkan hasil penelitian uji simultan bahwa Penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar , Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak 
Nihil secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi Usahawan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini ditunjukkan 
dari F tabel dapat diketahui bahwa nilai Ftabel sebesar 2,70 yang didapat dari n-k-1. 
Jumlah n sebanyak 91, k sebanyak 4 dimana 91-4-1=86 dapat diperoleh dari F tabel 
sebesar 2,71. Dari tabel analisi uji-F diketahui nilai Fhitung sebesar 94,119  > dari 
Ftabel sebesar 2,70 dan nilai 0,000 < 0,05.  Semakin banyak Penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat 
Ketetapan Pajak Nihil maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan 
kewajiban perpajakan akan semakin meningkat. Menurut Widyarini (2009: hal.162) 
dijelaskan bahwa tingkat laku seseorang ditampilkan karena alasan tertentu. 
Munculnya niat untuk bertingkah laku ditentukan oleh tiga faktor diantaranya: 
Behavioral Beliefs  
Normative Beliefs dan Control Beliefs seperti sudah dijelaskan pada bab 
sebelumnya dimana Control Beliefs berkaitan dengan sanksi perpajakan. Surat 
Ketetapan Pajak menjadi salah satu faktor pendukung meningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak dikarenakan Surat Ketetapan Pajak merupakan sarana penagihan bagi Wajib 
Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Ratna(2013) dimana hasil pengujian diketahui bahwa penagihan 
pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rice Diah(2010) yang 
membuktikan bahwa Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan kepada Wajib Pajak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak. Kepatuhan 
Wajib Pajak ditentukan atas dasar persepsi Wajib Pajak tentang seberapa kuat sanksi 
pajak mampu mendukung perilaku Wajib Pajak untuk patuh terhadap kewajiban 
pajaknya. 
 
5. KESIMPULAN & SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan pendahuluan, kajian pustaka dan pengolahan data serta pembahasan 
yang telah dilakukan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan analisis menggunakan uji simultan menunjukkan bahwa Penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan 
Surat Ketetapan Pajak Nihil secara bersama-sama mempengaruhi tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam pembayaran Pajak 
Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang 
Ulu dikarenakan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak mempengaruhi perilaku Wajib 
Pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. 
2. Berdasarkan analisis menggunakan uji parsial menunjukkan terdapat pengaruh 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi 
Usahawan dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini memberikan makna bahwa 
apabila Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar meningkat maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak 
Orang Pribadi Usahawan dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, hal ini dikarenakan 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar mendukung kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.    
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3. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil tidak berpengaruh terhadap tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam pembayaran Pajak 
Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang 
Ulu. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil hanya memberikan kepastian kepada 
Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan bahwa jumlah pokok pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
 
5.2 SARAN 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Seberang Ulu lebih meningkatkan pengawasannya kepada Wajib Pajak. 
Untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Seberang Ulu dapat meningkatkan jumlah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil, ini 
dikarenakan peran Wajib Pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak. 
Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan atas dasar persepsi Wajib Pajak tentang seberapa kuat 
sanksi pajak mampu mendukung perilaku Wajib Pajak untuk patuh terhadap kewajiban 
pajaknya. Semakin tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka semakin meningkat 
pula penerimaan pajak. Tercapainya penerimaan pajak di Indonesia maka Negara dapat 
menggunakan pendapatan pajak yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan 
perekonomian di Indonesia.  
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